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BAB IV
ANALISIS ISU- ISU STRATEGIS



Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung selama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014. Kemudian disusun menjadi isu strategis pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Sehingga identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan daerah, dapat dioperasionalkan serta secara moral maupun etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

4.1	Permasalahan Pembangunan
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang target sasaran kinerja yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah yang melibatkan berbagai urusan serta berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan daerah akan menjadi dasar dalam penentuan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah sebagai salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
4.1.1. Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah
1) Masih Rendahnya Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia
Memperhatikan kecenderungan pencapaian IPM dan komponen- komponennya, meskipun dapat meningkat setiap tahunnya namun peningkatannya belum terlalu signifikan hanya berkisar antara 0,3 - 0,6 poin. Disamping itu, kondisi IPM Kabupaten Garut sampai Tahun 2012 masih terpaut 1,07 poin dari IPM Jawa Barat sebesar 73,19 poin dan terpaut 1,17 poin dari IPM Nasional. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Garut secara umum masih berada dibawah rata-rata pencapaian Jawa Barat dan Nasional pada umumnya.
Berdasarkan RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, target IPM pada akhir tahun 2019 sebesar 79,03 dan masih terpaut 6,91 poin dari pencapaian IPM tahun 2012 sebesar 72,12 poin. Guna mencapai target IPM tersebut, setiap tahunnya secara rata-rata harus meningkat sekitar 0,99 poin, sementara kecenderungan realisasi peningkatan IPM setiap tahunnya hanya berkisar antara 0,3 - 0,6 poin. Oleh karenanya terhadap tantangan peningkatan IPM pada masa datang diperlukan adanya upaya akselerasi pencapaian IPM dengan lebih terfokus pada permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian setiap komponen IPM terutama pada upaya peningkatan Indeks Kesehatan dalam menekan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka kematian Ibu (AKI), serta peningkatan Indeks Pendidikan terutama dalam rata-rata lama sekolah penduduk. Oleh karenanya pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat harus senantiasa ditingkatkan untuk menjamin peningkatan Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan, disamping untuk terus menigkatkan kemampuan daya beli masyarakat.
Pada pencapaian Indeks Pendidikan, permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah masih terpaut 0,78 tahun dari capaian Jawa Barat, yang secara makro menunjukkan bahwa rata-rata penduduk dewasa Kabupaten Garut baru berpendidikan selevel dengan kelas satu SMP dan berbanding lurus dengan prosentase terbesar penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir mayoritas berijasah/STTB SD/MI/sederajat. Kondisi ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan terutama pendidikan menengah yang masih relatif rendah.
Pada pencapaian Indeks Kesehatan, permasalahan yang dihadapi yaitu masih relatif tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) terpaut 19 kasus per 1.000 kelahiran hidup dari capaian Jawa Barat yang sangat berpengaruh pada rendahnya Angka Harapan Hidup (terpaut 2,21 dari capaian Jawa Barat). Salah satu faktor utama yang menghambat akselerasi dari pertumbuhan AHH banyak disebabkan karena masih tingginya persentase penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga nonmedis serta pengetahuan ibu yang masih minim tentang kesehatan balita yang juga terefleksi dari RLS wanita di Kabupaten Garut yang masih rendah. 
Pada pencapaian Indeks Daya Beli, permasalahan yang dihadapi yaitu tingginya pengaruh kondisi eksternal Kabupaten Garut, seperti kebijakan fiskal, moneter dan kenaikan harga BBM terhadap dinamika kekuatan daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi yaitu faktor pendapatan masyarakat dan inflasi harga barang dan jasa.
Tingginya kesenjangan status kesehatan dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan merupakan kondisi yang menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan untuk mengatasinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mutlak diperlukan program-program percepatan di sektor kesehatan untuk dapat menekan angka kematian bayi serta mewujudkan tingkat ketersediaan dan penyebaran fasilitas serta tenaga medis yang memadai. Disamping itu lebih penting lagi, diperlukan pengembangan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dinilai masih jauh dari harapan. Kebutuhan dasar ini perlu pula didukung peningkatan SDM tenaga kesehatan, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga dengan demikian diharapkan tingkat keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan dapat maksimum guna menunjang pembangunan di bidang kesehatan.
Berkenaan dengan peningkatan waktu rata-rata lama sekolah dapat ditempuh dengan mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah, dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), peningkatan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah, peningkatan akses dan daya saing pendidikan tinggi, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyelenggaraan pendidikan non formal berupa kejar Paket A setingkat SD, Paket B setingkat SMP dan Paket C setingkat SMA. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat, dilakukan peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui pembangunan USB, RKB, peningkatan perbaikan/rehab sekolah, maupun penyelenggaraan pendidikan SMP Terbuka/Satu Atap terutama di daerah terpencil.
Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah perlu lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat.
2) Aksesibilitas dan Pelayanan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Keluarga Berencana
Bidang pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing daerah. Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan diantaranya menyangkut masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan yang perlu diperbaiki. Dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah tidak hanya ditentukan oleh jumlah murid, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur sekolah yang memadai dalam mengimbangi perkembangan jumlah penduduk usia sekolah. Sampai tahun 2013, kondisi ruang kelas yang rusak berat untuk jenjang SD sebanyak 28,59%, jenjang SMP sebanyak 3,86%, jenjang SMA sebanyak 10,66%, dan untuk jenjang SMK sebanyak 8,53%. Sementara itu untuk pendidikan keagamaan jenjang MI dalam kondisi rusak berat mencapai sebesar 10,90%, jenjang MTs sebesar 10,42% dan MA sebesar 7,06%. Disamping itu, tingkat ketersediaan tenaga pendidik masih terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah murid yang harus dilayani, yang ditunjukkan melalui Rasio guru/pada murid pada tahun 2013 untuk jenjang SD sederajat baru mencapai 1:20 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:28, untuk jenjang SMP sederajat dengan rasio 1:17 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:32, dan untuk jenjang SMA sederajat dengan rasio 1:14 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:32. Untuk itu guna memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, diperlukan kebijakan perekrutan dan penempatan tenaga pendidik yang sesuai dengan tingkat kebutuhan.
Dalam pelayanan bidang kesehatan, permasalahan yang masih dihadapi diantaranya tingkat ketersediaan puskesmas yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Garut pada tahun 2013 mencapai sebanyak 65 buah, dengan Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 38.869, dan masih di bawah standar nasional yaitu sebesar 1 : 25.000, sehingga memerlukan adanya tambahan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang disertai dengan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan selama tahun 2009 - 2013 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk masih kurang, dimana rasio pemenuhan tenaga Kesehatan adalah 1 : 2.500. Pada tahun 2013, jumlah tenaga dokter mencapai sebanyak 177 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 2.526.483 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 1.011 orang. Ditinjau dari jumlah Praktek Dokter sudah cukup banyak namun tidak tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Garut, dan sampai saat ini masih ada kecamatan yang tidak memiliki dokter. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, masih terdapat kekurangan tenaga dokter di Kabupaten Garut. Kondisi yang sama juga terjadi untuk tenaga kesehatan lainnya yaitu perawat dan bidan yang masih mengalami kekurangan. 
Sementara itu pelayanan kesehatan pada RSUD dr Slamet Garut yang merupakan Rumah Sakit Umum Kelas B, dari sisi jumlah tenaga medis spesialis dasar, dokter umum dan tenaga kebidanan sudah cukup memadai, namun dari jumlah tenaga medis spesialis lain masih kurang terutama spesialis jiwa, dan jumlah sub spesialis dasar. Selain itu, seiring bertambahnya jumlah pasien yang di rawat dan bertambahnya sarana dan prasarana ruang rawat inap kelas III, keberadaan tenaga keperawatan masih belum memadai. Terkait dengan upaya penurunan kematian ibu akibat melahirkan, selama Tahun 2009 – 2013, jumlah ibu meninggal waktu bersalin mengalami peningkatan 18% dari sebanyak 3.604 pasien pada tahun 2009 menjadi sebanyak 4.253 pasien pada tahun 2013, sebagai akibat keterlambatan rujukan. Demikian pula dengan jumlah bayi yang meninggal relatif masih tinggi meskipun cenderung mengalami penurunan. Untuk itu, diperlukan perbaikan pada sistem pelayanan kesehatan rujukan dalam upaya menekan tingkat kematian bayi dan kematian ibu akibat melahirkan. Dalam upaya pelaksanaan program di bidang kesehatan untuk mengatasi permasalahan yang masih dihadapi, pengganggaran pembangunan kesehatan perlu lebih difokuskan pada program yang terkait upaya promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan besaran satuan anggaran untuk program kuratif yang relatif lebih besar guna mendukung peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
Pembangunan kependudukan merupakan program lintas sektor, yang dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (human resources) pembangunan yang meliputi seluruh siklus kehidupan manusia (life cycle approach), yaitu Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; Kedua berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan; Keempat adalah data dan informasi penduduk; Kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, program keluarga berencana (KB) diarahkan untuk menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk sehingga dapat memperlambat pertambahan dan pertumbuhan penduduk secara signifikan.
Permasalahan yang dihadapi urusan Keluarga Berencana, terutama terkait pelaksanaan Program Pelayanan Kontrasepsi, antara lain Masih rendahnya cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi; Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/terlayani (Unmet Need), Masih terbatasnya pelaksanaan pelayanan KB MO karena masih kurangnya tenaga ahli dan fasilitas serta terbatasnya alat dan obat kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ril bagi keluarga miskin.
3) Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang diukur dari jumlah penduduk miskin masih rendah. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut yang mencapai 314.600 jiwa atau 12,66% pada tahun 2012 yang masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 9,89% dan Nasional sebesar 11,66%. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin diproyeksikan sebanyak 308.528 jiwa atau 12,22%. 
Berdasarkan pendataan penduduk miskin pada program PPLS 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, persentase rumahtangga sasaran di Kabupaten Garut pada tahun 2011 relatif tinggi, yakni sebesar 49,10 persen, atau 302.346 RTS dari total sebesar 615.804 rumahtangga dengan Kecamatan dengan RTS miskin tertinggi antara lain : Cisompet, Peundeuy, Sukawening, Pakenjeng, Banjarwangi, Pamulihan, Selaawi, Cikelet, Singajaya dan Mekarmukti. Kondisi tersebut mengalami peningkatan sebanyak 81.336 RTS atau 36,80% dibandingkan hasil pendataan PPLS Tahun 2008 yang mencapai sebanyak 221.010 RTS. Rumahtangga sasaran tersebut merupakan banyaknya atau kumulatif rumah tangga terbawah yang ada di Kabupaten Garut. Data ini lebih tinggi dari angka PPLS Nasional tahun 2011 mencakup 42,5%.
Dalam bidang ketenagakerjaan, jumlah pengangguran usia kerja 15 tahun keatas masih cukup tinggi mencapai sebanyak 46.781 orang atau 5,01% (Nasional sebanyak 5,92%). Mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. 
Kondisi tersebut berbanding lurus dengan tingkat pendidikan penduduk bekerja paling banyak berpendidikan setingkat SD mencapai 64,67%. Ditinjau dari sektor lapangan usaha, penduduk bekerja didominasi sektor pertanian dan sebagian besar berada di daerah perdesaan mencapai 56,82%, sehingga kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu terus diarahkan pada program-program yang dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian secara makro diantaranya melalui peningkatan kualitas SDM penduduk bekerja khususnya yang bekerja pada sektor pertanian, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan sektor tersebut. Jumlah penduduk yang cukup tinggi (mencapai sekitar 2,5 juta jiwa) dapat menjadi beban pembangunan apabila memiliki kualitas yang rendah (tidak produktif). Oleh karenanya kualitas penduduk harus ditingkatkan sehingga akan membentuk sumberdaya manusia yang makin produktif. Sejalan dengan hal tersebut perlu diciptakan lapangan kerja yang memadai. Sebab bila tidak, jumlah penganggur yang berpendidikan akan bertambah.
Selain itu, ditinjau dari rasio ketergantungan penduduk masih cukup tinggi (mencapai 62,89 %) yang berarti dari jumlah 100 orang penduduk usia produktif, harus menanggung sekitar 63 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 55 orang anak-anak dan 8 orang usia lanjut. Hal tersebut cukup tinggi karena di atas 50%, dan masih berada diatas rata-rata Rasio Ketergantungan Kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 39,71%. Indikator rasio ketergantungan penduduk tersebut menggambarkan perubahan struktur penduduk terutama penduduk usia produktif dan non produktif menuntut adanya penurunan proporsi penduduk muda mengurangi besarnya investasi untuk pemenuhan kebutuhan kelompok usia tersebut, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program pengaturan kelahiran melalui Keluarga Berencana mempunyai pengaruh besar dalam mewujudkan kondisi demografi tersebut. Bila pengaturan kelahiran melalui Keluarga Berencana berhasil maka pemerintah dapat mengalihkan biaya dari sektor makanan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang harus dipenuhi masyarakat pada pengembangan sektor pertanian, Industri dalam penyediaan sektor kesempatan kerja.
4) Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah
Perekonomian Kabupaten Garut pada tahun 2012 ditinjau dari Laju Pertumbuhan Ekonomi pencapainnya masih dibawah rata-rata Jawa Barat (Garut sebesar 4,61% sedangkan Jawa Barat sebesar 6,21%), selain itu dari sisi Pendapatan perkapita masyarakat masih dibawah rata-rata Jawa Barat (Garut sebesar Rp.4,9 juta, sedangkan Jawa Barat Rp.8,1 juta). Struktur perekonomian Kabupaten Garut masih sangat mengandalkan sektor pertanian yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang telah berbasis sektor industri pengolahan. Kondisi ini disebabkan karena siklus produksi sektor pertanian jauh lebih lama dibandingkan industri pengolahan. Selain itu, efek multiflier terhadap perekonomian secara makro yang ditimbulkan sektor industri jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, sehingga efektifitasnya dalam mendongkrak perekonomian relatif lebih tinggi. Hal tersebut karena sektor industri pengolahan memiliki keterkaitan sektor, baik backward maupun foreward, yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Salah satu permasalahan penting pada sektor pertanian, diantaranya konversi penggunaan lahan pertanian ke non pertanian seperti jaringan irigasi, jalan, perumahan, pertokoan dan penggunaan lainnya terus meningkat yang menyebabkan semakin rendahnya kontribusi produksi pangan domestik terhadap total ketersediaan pangan daerah. Hal itu dapat terlihat dari pencapaian perwujudan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dari target 90% tercapai 91% (98,90%). Oleh karenanya apabila perekonomian Kabupaten Garut hanya mengandalkan kinerja sektor pertanian tentu saja, maka tidak akan mampu bersaing dan akan tertinggal dibandingkan wilayah lain. Sehingga, dalam perjalanannya menuju wilayah transisi industrialisasi, Kabupaten Garut sangat perlu untuk membangun pondasi ekonomi yang tangguh, diantaranya menciptakan komoditi-komoditi industri agribisnis yang mandiri yang lebih memanfaatkan sumberdaya domestik dibanding impor dari daerah lain. 
Dalam bidang ketahanan pangan, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang secara merata dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi diantaranya masih tingginya ketergantungan konsumsi beras dan belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal; belum memadainya cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat; masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk dan belum sesuainya dengan konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi dan seimbang; masih belum berkembangnya industri pangan berbasis bahan lokal untuk mendukung penganekeragaman pangan; masih tingginya disparitas harga beberapa jenis pangan di beberapa daerah karena pola distribusi yang kurang efisien dan tingginya biaya pemasaran; dan masih banyaknya kelompok masyarakat yang akses pangannya masih rendah karena faktor fisik dan faktor ekonomi.
Dalam rangka mendorong usaha ekonomi masyarakat dan menciptakan kesetaraan usaha, perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil, Menengah (KUMKM) dan BMT dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas aparatur KUMKM dan BMT, peningkatan kapasitas lembaga/Organisasi Koperasi, UMKM dan BMT dan memberikan dukungan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya pemberdayaan KUMKM dan BMT yang lebih produktif, efisien dan berdaya saing tinggi.
Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Perkembangan realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2013 mencapai Rp.723,49 milyar meningkat 43% dibanding tahun 2012 sebesar Rp.504,78 milyar yang turut didorong oleh investasi pada beberapa sub sektor Tanaman pangan dan perkebunan, pertambangan, konstruksi dan perumahan yang membukukan angka realisasi pertumbuhan investasi sangat besar.  Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan perbaikan iklim investasi dalam pelayanan publik di bidang perijinan, melalui pelayanan perijinan secara terpadu sehingga proses pengelolaan perijinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Masuknya investor ke daerah, tentu saja sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah. Sehingga diperlukan kondisi keamanan dan politik yang stabil sebagai modal penting dalam menarik minat investasi ke Kabupaten Garut.
5) Masih Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas, Lingkungan yang Sehat, Aman dan Nyaman serta Penanggulangan Bencana Alam
Seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat, perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Secara ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan prasarana jalan mempengaruhi tingkat produktivitas marginal modal swasta. Sedangkan secara ekonomi mikro, prasarana jalan menekan ongkos transportasi yang berpengaruh pada pengurangan biaya produksi. Prasarana jalan pun berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja.  Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi Daerah baik dari segi kuantitas maupun kualitas, merupakan salah satu faktor diklasifikasikannya Kabupaten Garut sebagai Daerah tertinggal di Indonesia. Keterbatasan sarana transportasi, terutama jalan mengakibatkan rendahnya aksesibilitas antar wilayah dan banyaknya wilayah yang terisoilir, sehingga berpotensi terhadap dinamika perkembangan Daerah.  Sampai tahun 2013, kondisi infrastruktur jalan masih dihadapkan pada permasalahan tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten mencapai 294,31 km atau 35,51% rusak berat. Permasalahan umum yang dihadap dalam penyediaan infrastruktur jalan yang memadai diantaranya penanganan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang diakibatkan oleh keterbatasan anggaran yang mengakibatkan masih tingginya kondisi kerusakan jalan kabupaten karena sebagian besar jalan kabupaten sudah habis umur rencananya, Belum optimalnya sitem jaringan jalan yang menjadi poros penghubung antar kecamatan dan atar pusat pertumbuhan terutama di wilayah selatan dan Masih rendahnya kondisi jalan kolektor di ruas jalan Jabar Selatan. Sementara itu, kerusakan jalan sebelum waktunya disebabkan oleh  sebagian jalan berada pada daerah rawan bencana dan pemanfaatan yang tidak sesuai (Muatan Lebih, pemanfaatan RUWASJA yang tidak sesuai dan saluran drainase jalan yang tersumbat). Disamping itu, sarana dan prasarana penunjang penanganan jalan/ jembatan masih kurang masih kurang optimal. Seiring peningkatan dan mobilitas penduduk, kondisi tersebut mendorong terdapatnya titik simpul kemacetan yang memerlukan penanganan lebih lanjut terutama di kawasan ruas jalan nasional Limbangan-Malangbong, pada ruas jalan provinsi Bandung-Garut dan pada beberapa ruas jalan kabupaten.
Pada aspek infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan air baku, mengurangi luas areal banjir, dan pengendalian banjir. Sedangkan pada irigasi masih dihadapkan pada permasalahan masih tingginya tingkat kerusakan saluran irigasi (keadaan rusak berat irigasi teknis kabupaten sebesar 27,89% atau sepanjang 41 km dan irigasi desa sebesar 32,48% atau sepanjang 571 km). Kondisi tersebut harus menjadi prioritas penanganan dalam mendukung peningkatan produktivitas usaha tani dan ketahanan pangan, terlebih sektor pertanian merupakan sektor penggerak utama perekonomian daerah. 
Berkenaan dengan penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih yang dititikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, penanganan/pemeliharaan sarana air bersih, permasalahan yang dihadapi diantaranya cakupan pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 45,13%, sementara cakupan pelayanan air bersih perdesaan baru mencapai 59,98% dari target sebesar 65%. Untuk itu perlu terus dilakukan penambahan sambungan rumah untuk air minum, pembangunan instalasi sumber mata air dan unit distribusi dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan.
Dalam hal mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, perkembangan kinerja pelayanan pengelolaan persampahan masih dihadapkan pada permasalahan terbatasnya Tingkat Pelayanan (level of service) persampahan (perkotaan) yang baru mencapai 33%. Untuk itu, perlu terus didorong upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu melalui sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Disamping itu perlu dilakukan pula perawatan dan pemeliharaan kendaraan angkut serta penambahan armada untuk meningkatkan pelayanan persampahan khususnya daerah perkotaan. Selain perlunya tambahan perluasan areal TPA Pasirbajing serta adanya areal cadangan untuk TPA pada masa yang akan datang. Upaya meningkatkan kemampuan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat masih terkendala pada masih rendahnya tingkat status mutu lingkungan. Dari indikator yang diukur dari tingkat status mutu sungai utama dan waduk besar pada tahun 2013 berada pada status mutu cemar berat, dan belum dapat mencapai target status mutu sedang. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, masih rendahnya pengelolaan limbah serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kendala dalam peningkatan kualitas lingkungan.
Seiring meningkatnya jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan kebutuhan energi. Meskipun terdapat pembangkit listrik yang mampu memasok energi listrik untuk Jawa, Madura, dan Bali, dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, namun sangat ironis dengan keadaan wilayah dan masyarakat Kabupaten Garut yang masih kekurangan menikmati layanan jaringan listrik dari PLN, dimana sampai saat ini rasio elektrifikasi rumahtangga di Kabupaten Garut baru mencapai sebesar 62,16% dari target Jawa Barat sebesar 81,2% atau masih terdapat sebanyak 172.426 unit rumah yang belum memiliki fasilitas listrik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui program pembangunan listrik perdesaan perlu terus dilakukan guna mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat.
Ketersediaan infrastruktur perkotaan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) memiliki fungsi keamanan, ekonomi dan estetika. Sampai tahun 2013, dari sebanyak 4.855 titik PJU hanya sebanyak 51,68% dalam kondisi berfungsi. Untuk itu, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan umum yang semakin meningkat sebagai upaya untuk menunjang keamanan, keselamatan dan menunjang estetika lingkungan, perlu dilakukan penyediaan Penerangan Jalan Umum yang memadai.
Dari segi kebencanaan, Kabupaten Garut memiliki potensi resiko bencana yang tinggi, dengan jumlah kawasan rawan bencana alam mencapai 96.394 Ha (31,36%) meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana gunung api, dan kawasan rawan bencana tsunami. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam perlu dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
6) Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dalam pelaksanaan penataan ruang, tingkat kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung baru mencapai 40% dari target 81,3 % sebagai kawasan berfungsi lindung. Tidak terkendalinya pemanfaatan fungsi tata ruang seperti contohnya alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lahan non pertanian, penggunaan badan jalan untuk kegiatan sektor informal, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui penetapan peraturan daerah zonasi pemanfaatan ruang; pengaturan penerbitan perijinan, pemberian insentif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang yang dapat berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham, pembangunan serta pengadaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta; pemberian disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan  untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang,  pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti perizinan. 
7) Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik 
Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan bentuk pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa merupakan salah satu agenda pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.
Permasalahan umum yang masih dihadapi pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan publik diantaranya pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan. masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara yang dapat menjadi gambaran dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.
Pada aspek kelembagaan, postur birokrasi instansi pemerintah daerah belum mencerminkan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta terdapat kecenderungan untuk membentuk lembaga atau unit kerja baru, tanpa disertai dengan audit organisasi. Tantangan ke depan, diperlukan audit organisasi dan ditindaklanjuti dengan penajaman fungsi dan struktur organisasi birokrasi pemerintah daerah, sehingga terwujud postur birokrasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
Pada aspek SDM Aparatur, masih menghadapi permasalahan manajemen kepegawaian meliputi komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat, hal ini diantaranya berkaitan dengan komposisi jabatan, tingkat pendidikan maupun distribusi antar wilayah; tingkat disiplin dan kinerja pegawai masih rendah; belum diterapkannya sistem remunerasi yang berbasis kinerja; belum sepenuhnya diterapkan sistem karier berdasarkan kinerja; penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi yang diperlukan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja. Tantangan ke depan, adalah melakukan penyempurnaan manajemen kepegawaian untuk mendukung terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten, profesional, berintegritas, dan mendukung pencapaian kinerja birokrasi secara optimal.
Pada aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator pelayanan publik dalam pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan regulasi, termasuk dalam hal dukungan pembiayaan dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, dalam penerapan SPM perlu terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, salah satunya melalui pengakomodasian SPM dalam RKPD dan APBD. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu komitmen kepala daerah dan koordinasi dengan K/L sektor terkait yang perlu didorong baik dalam penerapan, monitoring, maupun evaluasi SPM. Dalam manajemen pelayanan publik, masih juga menghadapi permasalahan antara lain: tingkat kualitas pelayanan belum dapat memenuhi keinginan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan transparan, belum meratanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, masih lemahnya SDM pelayanan publik baik dari segi kapasitas dan sikap perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan ke depan, adalah menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut dan memastikan implementasi Pelayanan Publik dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik.
8) Masih Rendahnya Kemampuan Keuangan Daerah 
Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah, realisasi selama tahun 2009-2013 didominasi oleh sumber dana perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 72,78%, disusul  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan proporsi rata-rata sebesar 20,12%, sedangkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah secara-rata-rata baru mencapai 7,10%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi.
Meskipun penerimaan PAD selama tahun 2009-2013 setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif, dan apabila ditinjau dari kontribusinya terhadap total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari sebesar 6,44% pada tahun 2009 menjadi 8,78% pada tahun 2013 dan secara rata-rata mencapai 7,10%, namun kondisi tersebut masih dibawah rasio realisasi PAD terhadap pendapatan pada APBD kabupaten/kota di Jawa Barat yang mencapai rata-rata sebesar 12,81%. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan dapat menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Semakin besar angka rasio PAD terhadap pendapatan maka ketergantungan daerah semakin kecil. Kondisi yang ada menunjukan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan masih rendah, sehingga perlu terus dilakukan upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat maupun provinsi tidak terlalu besar.

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
1) Urusan Pendidikan
Permasalahan utama urusan pendidikan adalah :
a) Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat terutama pada pendidikan menengah yang ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS)  usia 16 – 18 tahun yang baru mencapai 44,65% dan berada dibawah capaian Jawa Barat sebesar 55,69% dan Nasional sebesar 63,27%, ketersediaan ruang kelas yang masih terbatas dan rusak mencapai sebanyak 27,92%;
b) Masih adanya Drop out/ putus sekolah untuk usia wajar dikdas dan Pendidikan Menengah yaitu jenjang SD sederajat sebesar 0,003, jenjang SMP sederajat sebesar 0,015% dan jenjang SMA sederajat sebesar 0,034%;
c) Masih rendahnya kuota penerima bantuan bagi siswa miskin;
d) Belum Meratanya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan rasio ketersediaan guru terhadap murid masih berada dibawah standar nasional, masing-masing untuk jenjang SD sederajat sebanyak 20 (Nasional sebesar28), jenjang SMP sederajat sebanyak 17 (Nasional sebesar 32), dan jenjang SMA sederajat sebanyak 14 (Nasional sebesar 32);
e) Belum Optimalnya Perhatian Terhadap Siswa Berprestasi.
2) Urusan Kesehatan
Permasalahan utama urusan Kesehatan adalah :
a) Masih tingginya Angka Kematian Bayi mencapai 49,29 per 1.000 kelahiran hidup (Nasional sebanyak 32 dan Jawa Barat sebanyak 30 per 1.000 kelahiran hidup) dan Angka Kematian Ibu Angka Kematian akibat melahirkan mencapai 184 per 100.000 kelahiran hidup;
b) Meningkatnya penyakit menular dan tidak menular antara lain Demam Berdarah Dengue (DBD), penyakit kusta (leprae), malaria, Tuberkulosis (TB) dan penyakit Cardiovasculer (Hipertensi), serta malnutrisi;
c) Masih rendahnya kualitas dan standar sarana pelayanan Kesehatan masyarakat (Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 38.869, masih di bawah target nasional yaitu sebesar 1 : 25.000);
d) Jumlah tenaga kesehatan masih kurang dan distribusinya belum merata, serta belum terstandarisasinya kompetensi tenaga kesehatan yang ada;
e) Belum seimbangnya sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan antara kuratif dengan promotif dan kuratif;
f) Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyarakat dengan prosentase Rumah Tangga Ber PHBS baru mencapai 34,62%;
g) Belum optimalnya aspek regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan;
h) Masih terdapatnya ancaman penyakit berbasis emerging Deseases, New Emerging Deseases dan Re-emerging Deseases;
i) Belum adanya regulasi sistem rujukan pelayanan kesehatan;
j) Peran lintas sektor dalam bidang kesehatan belum optimal;
k) Masih rendahnya akses dan kualitas air minum dan sanitasi yang layak (Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih baru mencapai 69,55%, Cakupan menggunakan jamban keluarga/kasus baru mencapai 59,1%);
l) Masih rendahnya kualitas hygiene sanitasi makanan dan minuman;
m) Masih tingginya penyakit berbasis lingkungan dikarenakan masih rendahnya kualitas sanitasi dasar;
n) Belum optimalnya pengelolaan limbah medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik Pemerintah maupun Swasta;
o) Masih rendahnya Fasilitas Sanitasi di Tempat-Tempat Umum (TTU), Industri dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM);
p) Masih rendahnya fasilitasi sanitasi dasar di lingkungan permukiman;
q) Secara kuantitas SDM Sanitarian/Petugas Kesehatan Lingkungan masih kurang;
r) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan (jumlah tenaga dokter mencapai sebanyak 177 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 2.526.483 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 1.011 orang, sehingga masih kekurangan tenaga dokter sebanyak 834 orang);
s) Belum optimalnya aspek regulasi dan sistem informasi kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan;
t) Terbatasnya anggaran pembangunan kesehatan, terutama untuk mendukung jaminan kesehatan nasional;
3) Urusan Pekerjaan Umum
Permasalahan utama urusan Pekerjaan Umum adalah :
0. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas jalan menuju sentra produksi usaha masyarakat;
0. Tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten sebesar 36,84% rusak berat atau 305,28 km sebagai akibat penanganan jalan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sebagian besar jalan kabupaten sudah habis umur rencananya, kerusakan jalan sebelum waktunya, keterbatasan anggaran dan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai antara lain menutup saluran drainase jalan; 
0. Belum optimalnya sitem jaringan jalan yang menjadi poros penghubung antar kecamatan dan atar pusat pertumbuhan terutama di wilayah selatan; 
0. Masih rendahnya kondisi jalan kolektor di ruas jalan Jabar Selatan;
0. Sebagian jalan berada pada daerah rawan bencana;
0. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penanganan jalan dan jembatan;
0. Tingginya kerusakan saluran irigasi pada jaringan irigasi teknis kabupaten (keadaan rusak berat sebesar 27,89% atau sepanjang 41 km dan irigasi desa sebesar 32,48% atau sepanjang 571 km);
0. Tingginya kerusakan morfologi dan lingkungan sungai pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS)  termasuk Daerah Tangkapan Air pada kawasan konservasi sumberdaya air. Dari panjang sungai 301,20 KM untuk 32 sub DAS pada DAS Cimanuk-Cisanggarung 243 KM (80,35 %) dalam kondisi rusak berat.  Kemudian Dari panjang sungai 309,46 KM untuk 50 sub DAS pada DAS Ciwulan-Cilaki 207 KM (66,89 %) dalam kondisi rusak berat;
0. Belum termanfaatkannya potensi 288 embung sebagai wadah tampungan air pada musim hujan dan dialirkan pada musim kemarau/kering untuk keperluan pertanian. Embung yang dibangun baru 8 Embung (2,78%);
0. Belum termanfaatkannya potensi 87 Situ di DAS Cimanuk-Cisanggarung dan berada di kabupaten Garut sebagai wadah tampungan air/reservoar untuk keperluan pertanian dan lainnya. Situ yang sudah diperbaiki baru 8 Situ (9,20%). Potensi 25 Situ di DAS Ciwulan - Cilaki dan berada di kabupaten Garut sebagai wadah tampungan air/reservoar untuk keperluan pertanian dan lainnya. Situ yang sudah diperbaiki baru 2 Situ (8,00%);

0. Belum ada perbaikan secara menyeluruh pada drainase/saluran pengaliran perkotaan untuk menghindari banjir dan genangan kawasan Garut Kota. Terdapat 28 titik rawan banjir/genangan pada 4 sub DAS, 41 titik rawan banjir/genangan pada saluran drainase perkotaan dan 49 titik rawan banjir/genangan pada lingkungan perkampungan. Kondisi kerusakan berat saluran drainase perkotaan pada Sub DAS Cigulampeng (45,14%), Kondisi kerusakan berat saluran drainase perkotaan pada Sub DAS Ciwalen (47,76%), Kondisi kerusakan berat saluran drainase perkotaan pada Sub DAS Cikendi (59,82%), Kondisi kerusakan berat saluran drainase perkotaan pada Sub DAS Cipeujeuh/Cimaragas (56,40%);
0. Terbitnya Permen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian, sehingga feasibility study dengan nilai investasi dan cash flow yang telah direncanakan berubah karena tidak sesuai dengan perencanaan penambangan sebelumnya dan harus disesuaikan;
0. Pembangunan pelabuhan tidak termasuk kedalam RTRW provinsi dan kabupaten;
0. Kondisi sosial masyarakat masih belum ada kesepahaman;
0. Belum optimalnya sinkronisasi program perencanaan energi daerah dengan nasional;
4) Urusan Perumahan dan Permukiman
Permasalahan utama urusan Perumahan dan Permukiman adalah :
1. Masih belum optimalnya pemanfaatan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga mengakibatkan tidak tertatanya penempatan bangunan yang menyebabkan dilanggarnya ketentuan sempadan bangunan;
1. Terbatasnya sarana dan prasarana, penunjang dalam penanganan penanggulangan bahaya kebakaran;
1. Masih terdapatnya rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan;
1. Masih terjadinya pembuangan air limbah dan sampah ke tempat/ saluran badan air penerima sebagai buangan akhir yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, selain itu masih terdapat masyarakat perkotaan maupun perdesaan yang tidak memiliki sarana mandi, cuci dan kakus yang memadai sehingga mengakibatkan terhadap pencemaran air tanah;
1. Terbatasnya sarana dan prasarana jalan lingkungan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan sehingga menghambat masyarakat dalam melakukan aktifitas;
1. Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 45,13%;
1. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih perdesaan baru mencapai 59,98%;
5) Urusan Penataan Ruang
Permasalahan utama urusan Penataan Ruang adalah :
0. Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang; 
0. Masih rendahnya tingkat kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung (baru sebesar 42% pada tahun 2013);
6) Urusan Perencanaan Pembangunan
Permasalahan utama urusan Perencanaan Pembangunan adalah :
1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan;
1. Keterkaitan serta konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
1. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah;
1. Masih lemahnya tingkat koordinasi antar sektor, maupun antar tingkatan pemerintahan;
7) Urusan Perhubungan
Permasalahan utama urusan Perhubungan adalah :
1. Masih kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang;
1. Belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda;
1. Masih rendahnya pelayanan angkutan massal dalam mengakomodir jumlah pergerakan orang, barang dan jasa;
1. Belum optimalnya cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi;
1. Belum terpenuhinya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ideal dalam mengimbangi pertambahan kendaraan tiap tahunnya;
1. Kesadaran masyarakat baik pengguna maupun penyedia jasa perlu ditingkatkan untuk menciptakan kondisi transportasi yang selamat, cepat, aman, nyaman, tertib dan teratur;
1. Belum tersedianya prasarana pelabuhan bagi kapal nelayan maupun kapal regional serta fasilitas komunikasi yang memadai.
8) Urusan Lingkungan Hidup
Permasalahan utama urusan Lingkungan Hidup adalah :
a. Jumlah timbulan sampah setiap tahunnya semakin meningkat (mencapai 1.457 m3/hari) yang disebabkan oleh:
0. Pertambahan jumlah penduduk;
0. Perubahan pola konsumsi masyarakat;
0. Pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor industri dan perdagangan;
0. Kabupaten Garut menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Barat sehingga jumlah kunjungan wisata semakin meningkat, termasuk wisata kuliner;
0. Pertumbuhan rumah makan, toko oleh-oleh souvenir semakin meningkat;
Sementara ketersediaan sarana dan prasarana tidak sebanding dengan peningkatan jumlah timbulan sampah (daya angkut 480 m3/hari)  sehingga cakupan pelayanan cenderung menurun (dari 43,2% pada tahun 2009 menjadi 33% pada tahun 2013).
b. Sistem pengelolaan TPA yang masih open dumping serta umur pakai TPA yang semakin pendek;
c. Tingkat status mutu air DAS Cimanuk adalah cemar berat;
d. Masih kurangnya sarana pengolahan air limbah komunal dari kawasan industri/perdagangan dan jasa serta air limbah domestik (rumah tangga, perkantoran, rumah makan, klinik/rumah sakit, hotel);
e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
f. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dan implementasi dokumen lingkungan;
g. Masih adanya alih fungsi kawasan yang berfungsi lindung;
h. Masih kurangnya penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan;
i. Belum adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
j. Pola pemanfaatan lahan untuk produksi biomassa telah menyebabkan kerusakan lahan dan/atau tanah;
k. Semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor yang mengakibatkan meningkatnya emisi gas buang dan penurunan kualitas udara ambient;
l. Peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan;
m. Belum optimalnya penanganan air limbah dan limbah padat sentra industri kulit Sukaregang;
n. Masih terbatasnya ruang terbuka hijau untuk taman; 
o. Belum optimalnya penataan tempat pemakaman umum serta masih terbatasnya lahan pemakaman;
p. Penataan dan pemeliharaan PJU belum optimal (hanya 51,68% yang menyala);
9) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan utama urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah :
1. Penerapan e KTP berbasis NIK dan kepemilikan KTP Tunggal (masih terdapat 456.453 wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman e-KTP);
1. Layanan OL Di tiap Kecamatan;
1. Pembuatan Data Base Kependudukan untuk data dasar pembangunan;
1. Penduduk migran belum terdokumentasi secara baik;
10) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan utama urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah :
a. Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal;
b. Sarana dan prasarana perlindungan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan belum optimal;
c. Tingginya permasalahan Trafficking dan Kekerasan terhadap anak dan perempuan;
d. Pemahaman tentang pengarusutamaan gender belum optimal;
11) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Permasalahan utama urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :
1. Jumlah kelahiran dan pertumbuhan penduduk masih tinggi (TFR = 2,56);
1. Kualitas kesertaan ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah 20,30%;
1. Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah sebesar 2,88%;
1. Jumlah Drop Out [DO] kesertaan ber-KB masih tinggi ;
1. Tingkat kemandirian ber-KB masih rendah sebesar 34,19%;
1. Jumlah Unmetneed masih tinggi sebesar 12,88%;
1. Rata-rata kawin pertama wanita masih rendah yaitu 18,39;
1. Peran institusi masyarakat belum optimal;
1. Kualitas dan kuantitas bina keluarga belum optimal;
1. Rasio jumlah penyuluh KB berbanding jumlah Desa/ Kelurahan belum ideal;
1. Kualitas Data dan Informasi masih rendah; 
12) Urusan Sosial
Permasalahan utama urusan Sosial adalah:
a. Tingginya jumlah penduduk miskin (hasil SUSENAS dengan metode Garis Kemiskinan sebesar 12,70% dan rumahtangga sasaran hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) sebesar 49,10%);
b. Tingginya angka penyandang  masalah Kesejahteraan Sosial (penanganan PMKS selama tahun 2009-2013 secara rata-rata setiap tahunnya baru mencapai 6,4%)*;
c. Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin*;
d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal;
e. Kurangnya kemandirian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra pemerintah dalam penanganan PMKS;
f. Rendahnya aksesibilitas sarana dan prasarana bagi orang dengan disabilitas;
g. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial*;
h. Belum optimalnya penanganan bencana alam  dan dampak sosialnya*;

13) Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan :
a. Tingginya jumlah pengangguran terbuka;
b. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
c. Rendahnya penyerapan tenaga kerja;
d. Rendahnya kompetensi pencari kerja;
e. Upah Minimum Kabupaten (UKM) belum sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
f. Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja yang belum optimal;
g. Tingginya jumlah pekerja anak;
h. Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan peraturan ketenagakerjaan;
Permasalahan Urusan Ketransmigrasian :
a. Kesiapan tempat transmigran tidak tepat waktu yang dijadwalkan;
b. Belum efektifnya kegiatan penjajagan/survey kerjasama antar daerah (KSAD) ke lokasi-lokasi potensial, karena sering berubahnya kepastian target penempatan dari pemerintah pusat;
c. Belum tertibnya penataan aset/lahan transmigrasi lokal (resettlement);
14) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Permasalahan utama urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah :
1. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan usaha;
1. Masih terbatasnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta akses terhadap sumber pembiayaan dan informasi pasar;
1. Masih rendahnya daya saing produk;
15) Urusan Penanaman Modal
Permasalahan utama urusan Penanaman Modal adalah :
1. Masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung investasi;
1. Masih terbatasnya kepastian hukum dan jaminan usaha;
1. Iklim investasi yang kurang kondusif;
16) Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
Permasalahan utama urusan Kebudayaan dan Pariwisata adalah :
a. Belum meratanya penataan Cagar Budaya;
b. Kurangnya pembinaan terhadap para  seniman;
c. Kuangnya gedung pertunjukan dan Museum;
d. Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal; 
e. Masih rendahnya promosi budaya lokal; 
f. Masih lemahnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata; 
g. Masih lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW); 
h. Masih terbatasnya SDM profesional di bidang pariwisata; 
i. Masih rendahnya tingkat kesadaran wisata masyarakat; 
j. Masih kurangnya promosi pariwisata;
17) Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Permasalahan utama urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah :
a) Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga;
b) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang mandiri dan kreatif;
c) Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda baik secara individu maupun kelembagaan;
d) Terbatasnya pembinaan atlet;
18) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Permasalahan utama urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:
1. Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
1. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah;
1. Harmonisasi kehidupan beragama cenderung menurun;
1. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat;
1. Tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya masih rendah karena kurang intensifnya sosialisasi peraturan yang sudah ditetapkan;
1. Relatif rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga masih terjadi pelanggaran terhadap rambu - rambu peraturan yang sudah di tetapkan
1. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya;
1. Sumber daya Satuan polisi Pamong Praja dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, kapasitas pelayanan terhadap masyarakat jika di bandingkan baik ditinjau kwalitas maupun kwantitas pada saat ini masih belum memadai;
1. Berkurangnya Kapasitas linmas dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengkoondisikan lingkungan yang kondusif;
19) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Permasalahan utama adalah :
1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah otonomi baru belum optimal;
1. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
1. Penegakan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
1. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance; 
1. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
1. Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset – aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
1. Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih tebatas;
1. Belum tuntasnya Administrasi Daerah;
1. Pelayanan Publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat;
1. Belum adanya norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan Anggaran;
1. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja;
1. Belum ada grand design tentang pembuatan program legislasi daerah sehingga tidak ada pemahaman yang terintegrasi berkenaan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah;
1. Lemahnya budaya hukum masyarakat;
1. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD serta mendukung terhadap peningkatan potensi PAD;
1. Peningkatan DAU tidak signifikan bagi daerah;
1. Daya serap DAK, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rendah;
1. Realisasi Bagi Hasil Pajak dan SDA sangat dipengaruhi kondisi ekonomi makro nasional-regional khususnya produksi (lifting) dan harga minyak/ gas dunia serta hasil pertambangan lainnya;
1. Alokasi dana perimbangan yang diterima oleh desa semakin meningkat baik yang berasal dari ADD, DBH, Bankeu Prop;
1. Belum sepenuhnya terdapat kesepahaman dalam penyelenggaraan Pelayanan Perijinan;
1. Keterbatasan SDM dan relatif rendahnya kemampuan/intregritas SDM;
20) Urusan Ketahanan Pangan
Permasalahan utama urusan ketahanan pangan adalah :
1. Masih minimnya cadangan pangan dan lumbung pangan di daerah;
1. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
1. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan;
21) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Permasalahan utama urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :
1. Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
1. Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
1. Belum meratanya kemampuan organisasi kemasyarakatan dalam memahami tugas dan fungsinya;
1. Belum optimalnya implementasi pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;
1. Masih kurangnya unsur transparansi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
1. Masih terbatasnya kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
22) Urusan Komunikasi Dan Informatika
Permasalahan utama adalah :
1. Pemanfaatan teknologi informatika (e-gov) dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal;
1. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal;
23) Urusan Pertanahan
Permasalahan utama adalah :
1. Banyak tanah yang belum bersertifikat;
1. Penyelesaian tanah provinsi yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain;
24) Urusan Statistik
Permasalahan utama urusan statistik adalah belum optimalnya penyediaan data/statistik daerah;
25) Urusan Kearsipan
Permasalahan utama urusan kearsipan adalah :
a. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaaan kearsipan;
b. Kurang tertibnya pengelolaan kearsipan;
c. Rendahnya sumber daya pengelola kearsipan baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
26) Urusan Perpustakaan 
Permasalahan utama urusan perpustakaan adalah :
a. Tempat layanan perpustakaan yang tidak representatif, sehingga tidak dapat menampung jumlah koleksi buku yang di butuhkan masyarakat dan ruang baca yang kurang memadai;
b. Kurangnya mobil unit layanan perpustakaan keliling (MULPK), sehingga tidak dapat melayani titik lokasi layanan yang diminta oleh masyarakat;
c. Kurangnya media informasi dan sosialisasi tentang perpustakaan, yang menyebabkan masyarakat kurang mengenal akan keberadaan perpustakaan;
d. Kurangnya tenaga pustakawan yang ahli di seluruh perpustakaan, baik perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, dan perpustakan masyarakat lainnya;
27) Urusan Pertanian
Permasalahan Urusan Pertanian (Tananaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) :
1. Masih rendahnya nilai tambah produk;
1. Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas;
1. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian;
1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan kerusakan lingkungan yang cenderung meningkat dan sulit untuk dikendalikan;
1. Tingginya tingkat fluktuasi, baik terkait dengan biaya produksi dan harga komoditas hasil;
1. Masih lemahnya dukungan infrastruktur terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani ke sentra produksi; 
1. Menekan kehilangan hasil pertanian (Losis);
1. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan peternak, baik dalam proses produksi maupun pasca produksi;
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular;
28) Urusan Perikanan dan Kelautan
Permasalahan Urusan Perikanan dan Kelautan :
1. Masih rendahnya aksesibilitas petani ikan dan nelayan terhadap sarana produksi, permodalan dan tata niaga hasil perikanan;
1. Masih rendahnya kemampuan kelembagaan kelompok tani ikan dan nelayan;
1. Terjadinya kerusakan lingkungan pada kawasan daerah aliran sungai dan pesisir;
1. Masih terbatasnya zona teritorial kegiatan usaha perikanan tangkap karena keterbatasan infrastruktur pendukung dan kapasitas armada penangkapan;
29) Urusan Kehutanan
Permasalahan utama adalah :
1. Masih tingginya tingkat gangguan keamanan hutan dan lahan;
1. Masih terbatasnya upaya konservasi hutan dan lahan (sisa lahan kritis yang belum ditangani adalah 8.631,01 ha);
1. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di sekitar hutan;
1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan;

30) Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
Permasalahan utama adalah :
1. Kesenjangan akses energi/elektrifikasi di daerah pembangkit, masih adanya penduduk yang belum mendapatkan pelayanan listrik (rasio elektrifikasi rumah tangga baru mencapai 62,16%);
1. Belum tersedianya infrastruktur untuk mendukung kegiatan operasi penambangan mineral logam, seperti tidak tersedianya listrik untuk kebutuhan smelter dalam jumlah yang besar;
1. Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan setempat; 
1. Belum optimalnya investor swasta dalam pengembangan energi baru dan terbarukan;
1. Dampak Lingkungan dari penggunaan energi di sektor industri;
1. Konsumsi energi yang belum menjadi daya dorong produktivitas ekonomi masyarakat;
1. Berapa perusahaan tidak meningkatkan ijin dari eksploitasi ke operasi produksi dan sebagian perusahaan tidak aktif karena terbatasnya kemampuan finansial, SDM dan teknologi dari perusahaan;
1. Pembayaran setoran dari pengusaha langsung disetorkan ke pusat, daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menagih karena panas bumi yang sudah diusahakan dilaksanakan melalui kontrak antara pengusaha dan pemerintah pusat (sebelum berlaku UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi);
1. Aturan hukum di daerah tentang pengelolaan sumber daya mineral belum ada;
1. Kabupaten Garut penghasil sudah mendapatkan dana bagi hasil sebesar 32% dari pengusahaan paanas bumi di darajat dan kamojang, yang merupakan bagian dari setoran bagian pemerintah sebesar 34% penerimaan bersih usaha (nett operating income/NOI). Sehubungan lokasi-lokasi tersebut berada di 2 (dua) wilayah (Garut dan Bandung), maka besaran Dana Bagi Hasil Panas Bumi yang diterima akan berubah setiap tahun, tergantung kepada produktivitas pengusahaan;
1. Belum adanya regulasi di kabupaten Garut terkait dengan perijinan pengusahaan panas bumi;
31) Urusan Perindustrian Dan Perdagangan
Permasalahan utama adalah :
a. Pemanfaatan bahan baku lokal masih rendah;
b. Masih rendahnya kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif;
c. Masih rendahnya penguasaan teknologi;
d. Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan;
e. Masih terbatasnya kemampuan pengelola pasar;
f. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak kosumen.

4.2 	Isu Strategis
Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi, berdasarkan peraturan perundangan yang telah ditetapkan mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi dan Nasional serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya. 
Perbandingan Isu Strategis Pembangunan Nasional dan isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat :

	Isu Strategis RPJMN 
Tahun 2010-2014
	Isu Strategis RPJMD 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

	1) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
2) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
3) Penegakan Pilar Demokrasi
4) Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi
5) Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan
	1) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
2) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
3) Pengangguran dan ketenagakerjaan.
4) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
5) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis
6) Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province.
7) Kualitas demokrasi
8) Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana
9) Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
10) Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal
11) Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat
12) Penanggulangan penduduk miskin.
13) Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA)
14) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
15) Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU)
16) Ketahanan Pangan
17) Keamanan dan ketertiban daerah



Selain itu, dalam perumusan isu-isu strategis memperhatikan 8 (delapan) janji Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2014-2019 pada saat kampanye, antara lain:
1. Gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA serta beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil;
2. Gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin;
3. Pemberian insentif bagi RW dan RT, Guru Honorer, Kader Posyandu dan Guru ngaji;
4. 300 milyar untuk Pembangunan Infrastruktur Desa;
5. Subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil;
6. Bantuan modal bagi usaha perempuan, perbaikan 10.000 rumah rakyat miskin, gratis akte kelahiran;
7. Bantuan sarana prasarana olah raga, seni budaya serta mengembangkan keunggulan pariwisata lokal;
8. Bantuan keuangan bagi masjid dan madrasah diniyah.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 2010-2014, dan isu strategis pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, serta janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 sebagai berikut:
1) Aksesibilitas dan Tata Kelola Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Peningkatan Pengelolaan Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
2) Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Pengangguran dan Penanggulangan Bencana Alam;
3) Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan;
4) Pengembangan Budaya dan Destinasi Wisata;
5) Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Memadai;
6) [bookmark: _GoBack]Penanganan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air;
7) Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah;
8) Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Masyarakat.
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